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ABSTRACT 

 

Greis.2022.Thesis. effectiveness and contribution of collection of Customs 

on Land and Building Rights (BPHTB) to Makassar City's Original Regional 

Revenue which has been guided by H. Muhammad Idris, S.E., M. Si and Ripa 

Fajarina, SE, M.Si., Ak. , CA., CPFAS  

Fee for the acquisition of land and building rights (BPHTB) is a tax on the 

acquisition of land and or building rights.  

Regional Original Revenue (PAD) is one of the regional revenues obtained 

from the potential of a region. The purpose of this study was to determine and 

analyze the effectiveness of BPHTB revenue in Makassar City, to determine and 

analyze the level of contribution of local tax revenues to local revenue in 

Makassar City. 

This type of research is descriptive quantitative research. With data 

collection techniques in the form of documentation and observation. This study 

uses secondary data that is time series from 2018-2020 data. The statistical 

method used in this research is the Effectiveness and Contribution technique. 

The result of this study is that the level of effectiveness achieved by the 

BPHTB tax at the Makassar City Regional Revenue Service during 2018-2020 

experienced very fluctuating changes even though for three years the effectiveness 

ratio showed less effective results, namely 70.11%, 70.53%, and 101.44%. Even 

so, the contribution rate of BPHTB tax to local revenue in Makassar still in the 

criteria for the contribution, it can be seen from the calculation of the 

contribution rate for three years, namely: 22.20%, 21.69%, and 23.93%. 

 

Keywords: Effectiveness, Contribution and Local Original Income 
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ABSTRAK 

 

Greis.2022.Skripsi. efektivitas dan kontribusi pemungutan Bea perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Kota Makassar yang telah dibimbing oleh H. Muhammad Idris, S.E., M. Si 

dan Ripa Fajarina, SE, M.Si., Ak., CA., CPFAS 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan (BPHTB) adalah pajak atas 

perolehan Hak atas tanah dan atau bangunan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

merupakan salah satu penerimaan daerah yang didapatkan dari potensi sebuah 

daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas 

penerimaan BPHTB di Kota Makassar, untuk mengetahui dan menganalisis 

tingkat kontribusi pendapatan pajak daerah terhadap pendapatan Asli Daerah di 

Kota Makassar. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif bersifat kuantitatif. Dengan 

teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan observasi. Penelitian ini 

menggunakan data sekunder yang bersifat time series dari data 2018-2020. 

Metode statistik yang di pakai dalam penelitian ini adalah teknik Efektivitas dan 

Kontribusi. 

Hasil penelitian ini adalah tingkat efektivitas yang dicapai oleh pajak 

BPHTB pada dinas pendapatan Daerah Kota Makassar selama tahun 2018-2020 

mengalami perubahan yang sangat fluktuatif walaupun selama tiga tahun rasio 

evektifitasnya menunjukkan hasil yang kurang efektif, yaitu 70,11%, 70,53%, dan 

101,44%. Walaupun begitu tingkat kontribusi pajak BPHTB  terhadap pendapatan 

Asli Daerah di kota Makassar masih Sedang kriteria Kontribusinya, hal ini dapat 

diketahui dari hasil perhitungan tingkat kontribusi selama tiga tahun, yaitu: 

22,20%, 21,69%, dan 23,93%. 

 

Kata kunci: Evektifitas, Kontribusi dan pendapatan Asli Daerah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang berkembang dimasa sekarang ini. 

Pembangunan merupakan proses untuk meningkatkan atau melakukan perubahan 

dalam mencapai suatu keadaan yang lebih baik.  Agar terciptanya pembangunan 

yang lebih baik maka pemerintah  menyusun strategi atau  tahapan yang  harus 

dilaksanakan secara sistimatis, baik dalam jangka panjang maupun  jangka pendek 

yang dimana terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pengawasan, dan 

evaluasi serta tidak menyepelehkan  arti  dan  peran pihak-pihak yang  ikut serta 

dalam  berpartisipasi  untuk  mencapai suatu pembangunan  yang sukses.  

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk membiayai 

pembangunan  daerah  yaitu  dengan  melakukan pemungutan pajak yang diyakini 

dapat memberikan sumbangsi yang besar terhadap pendapatan asli daerah.  

Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah di Indonesia, setiap daerah baik 

provinsi  maupun   kabupaten/kota diberikan  kewenangan oleh pemerintah pusat 

untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. 

Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB) dari masyarakatan  akan  meningkatkan  pembangunan dan  menunjang 

percepatan ekonomi, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan. 

Sehingga kesejah teraan  masyarakat  juga semakin baik. Menurut, pembiayaan  

pemerintahan dan pembangunan  senantiasa memerlukan sumber  penerimaan  

yang dapat dia andalkan. Pembangunan  daerah di dasarkan atas  otonomi  daerah 
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dengan  mengacu pada kondisi dimana suatu daerah mampu menggali sumber  

keuagannya sendiri dan seminimal  mungkin tergantung  pada bantuan 

pemerintah, sehingga pendapatan asli daerah harus menjadi bagian keuangan  

terbesar  yang didukung untuk  kebijakan pertimbangan  keuangan  pusat  dan  

daerah sesuai dalam  UU No.32 Tahun 2004. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dari 

kekayaan daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan 

sesuai dengan peraturan  perundang-undangan. Besarnya Pendapatan Asli Daerah 

sangat menentukan  tingkat perkembangan otonomi suatu daerah. Adapun sumber 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan dapat menjadi salah 

satu sumber keuangan yang dapat diandalkan dalam penyelengaraan otonomi  

daerah  yaitu diantaranya pajak daerah, retribusi daerah, hasil  pengelolaan  

kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain pendapatan asli daerah yang sah.  

Pelaksanaan  pemungutan  pajak  atas Hak dan Perolehan Hak Atas Tanah 

dan  Bangunan  maka  perlu adanya  pelayanan yang dilakukan agar  sumber  

pendapatan  daerah  melalui  pendapatan  pajak  Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

dan  Bangunan  lebih  optimal. UndangUndang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 

tentang Bea Perolehan  Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang diubah menjadi 

Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan dari Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 1997. Sesudah dilakukan penggantian pajak BPHTB dari pajak 

pusat ke pajak daerah, kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  



 3 

BPHTB merupakan pajak dengan  kontribusi  tertinggi  terhadap  

pendapatan  pajak daerah yang merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) di kota Makassar. Jumlah penerimaan/realisasi BPHTB merupakan 

yang tertinggi di bandingkan pajak daerah lainnya. Karena mimiki pengaruh yang 

materinya terhadap  PAD, maka  BPHTB  merupakan pajak  yang  menjadi  

perhatian khusus pemerintah Daerah kota Makassar. Dengan demikian BPHTB 

Adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum 

yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang 

pribadi atau badan. Hak atas tanah adalah hak atas tanah termasuk hak 

pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana undang- undang nomor 5 

tahun 1960 tentang peratuaran dasar pokok Agraria dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Pemungutan  BPHTB  mengacu  pada  peraturan  Daerah  kota Makassar  

No. 3 Thaun 2010 yang mengatur  tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan  

Bangunan  sebesar 5%  dari  nilai  perolehan Objek Pajak Kena pajak (NPOPKP). 

NPOPKP diperoleh dari hasil pengurangan Nilai perolehan Objek pajak (NPOP) 

dengan  nilai  perolehan  Objek  pajak tidak kena pajak (NPOPKP). Jika NPOP 

TIDAK diketaui atau lebih rendah dari Nilai Jual Obje pajak (NJOP), maka yang  

digunakan sebagai  dasar  pengenaan  pajak  iyalah NJOP pajak bumi dan 

bangunan (PBB). NJOP di Makassar sering kali tidak sesuai  dengan  harga pasar. 

Harga  pasar dari  tanah dan/atau  bangunan  biasanya jauh  lebih  tinggi dari pada  

NJOP yang tertera  pada PBB. Menyikapi hal  tersebut  1 Agustus  2016 
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pemerintah daerah  Kota Makassar bersama dengan  notaris  atau  pejabat 

pembuat Akta Tanah (PPAT) mewakili wajib pajak, menyepakati  bawah  tarif  

BPHTB  sebesar  5%  mengacu  pada NJOP ditambah 30%. Tambahan 

penghitungan BPHTB Ditambah  30%  merupakan usulan  dari  PPAT  yang  

dikemukakan  saat  rapat kordinasi dengan Pemda Kota Makassar. Skema 

perhitungan ini dimaksudakan untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

dari sekmen tersebut, seiring dengan pertumbuhan  ekonomi  yang  cenderung  

tinggi di Kota Makassar. 

Selain  NJOP  yang  rendah,  terdapat  banyak celah yang dapat 

dimanfaatkan  oleh  masyarakat  untuk menghindari atau mengurangi pembayaran 

BPHTB-nya. Pola penarikan BPHTB yang menggunakan selft assessment system  

adalah  salah  satunya. Sistem  ini memberi wewenang kepada wajib pajak  untuk  

menentukan  sendiri  besarnya  pajak  yang  terhutang. Sistem inilah yang kerap 

dimanfaat oleh wajib pajak untuk menghindari kewajiban pembayaran BPHTB 

sesuai dengan besaran nilai transaksi.  Maraknya  kasus pelanggaran  tersebut  

mengakibatkan  penerimaan BPHTB yang seharusnya bisa lebih efektif menjadi 

tidak efektif. Evektifitas penerimaan BPHTB dapat diketahui dengan cara 

membanngkan realisasi penerimaan denggan target yang dikeluarkan oleh Pemda 

Kota Makassar. Namun, terdapat dua kenyataan yang bertolak belakang, pada satu 

sisi menunjukan bahwa  target penerimaan BPHTB tiap tahun selalu naik, 

sementara realisasi penerimaan BPHTB masih belum bisa optimal akibat 

terjadinya  pelanggaran  dari  wajib  pajak. Perkembangan penerimaaan pajak Bea 
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Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Kota Makassar dapat dilihat dalam 

tabel berikut ini : 

Tabel 1.1 Data Target dan Realisasi Penerimaan Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kota Makassar Tahun 2018-2020 

 

Tahun 

Target 

penerimaan 

Pajak BPHTB 

(RP) 

Realisasi 

Penerimaan 

pajak BPHTB 

(RP) 

Rasio 

Efektivitas 

Kriteria 

Efektivitas 

2018 300.000.000.000 210.339.967.858 70,11% Kurang Efektif 

2019 330.000.000.000 232.759.078.778 70,53% Kurang Efektif 

2020 205.000.000.000 207.958.144.916 101,44% Sangat Efektif  

Sumber Data: Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar (2022) 

Pengalihan suatu  jenis pajak, akan terdapat sejumlah kendala atau faktor-

faktor penghambat, terlebih-lebih apabila jenis pajak tersebut merupakan jenis 

pajak baru bagi daerah seperti Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB). 

Kesadaran  masyarakat dalam  membayar pajak  merupakan suatu 

kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. kepatuhan dalam melakukan 

pembayaran pajak merupakan kepatuhan terhadap hukum perpajakan yang 

berlaku dimana tidak pandang bulu dan tidak terkecualikan dimanapun dan 

siapapun  semuanya  sama  berdasarkan  ketentuan  yang berlaku. kesadaran wajib 

pajak akan  hukum  juga untuk menghindari  sanksi administrasi yang dapat 

merugikan wajib pajak sendiri.  

Penerimaan daerah paling besar bersumber dari pajak maka dari itu 

penerimaan  dari sektor  Bea Perolehan  Hak Atas Tanah  dan Bangunan  haruslah 

bisa terlaksana dengan baik. Karena sistem perpajakan di Indonesia harus 
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menganut self assessement system, maka pemerintah daerah bersifat pasif ,namun  

harus  proaktif  memberikan  penyuluhan dan pengawasan pajak pada masyarakat. 

Mengingat  pentingnya sumbangan  yang  diberikan oleh penerimaan  Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan harus dilakukan secara efektif, sehingga 

nanti bisa memberikan  kontribusi yang besar terhadap penerimaan asli daerah. 

Berdasarkan uraian diatas,  maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul  “ Efektivitas Dan Kontribusi Pemungutan Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah Dan Bangugan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Kota Makassar”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana efektivitas penerimaan BPHTB di kota Makassar. 

2. Bagaimana tingkat kontribusi pendapatan pajak daerah terhadap 

pendapatan asli daerah di Kota Makassar. 

 

1.3 Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumus masalah yang diuraikan diatas, maka yang menjadi 

tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penerimaan BPHTB di 

Kota Makassar. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kontribusi pendapatan pajak 

daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Makassar. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Akademis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan 

pengetahuan bagi masyarakat ilmiah tentang bagimana 

mengoptimalisasikan pajak daerah secara efektif dan efisien dalam rangka 

meningkatkan  pendapatan asli Daerah. 

2. Manfaat praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi tambahan 

kepada pemerintah kota, dalam hal ini pihak pemerintah kota Makassar 

dalam ranggka usaha memaksimalkan peningkatan penerimaan pajak 

daerah dan Pendapatan Asli Daerah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Definisi Pajak Daerah 

2.1.1 Pengertian Pajak Daerah 

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib  kepada  Daerah yang terutang 

oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak 

mendapat kan  imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

Daerah bagi sebesar-besar nya kemakmuran rakyat (UU Nomor : 28 tahun 

pasal 2009, pasal 1 ayat-10). Menurut Rochmat Soemitro dalam Raharjo 

Adisasmita (2011; 55) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dilaksanakan) dengan tidak 

mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum. Tim asisten materi keuangan bidang 

Desentralisasi Fiskal (2010:44) mengatakan, pajak sebagai sumber 

pendapatan adalah salah satu instrumen yang  sangat penting dalam 

desentralisasi fiscal, karena mencerminkan seberapa besar otoritas pendapatan 

yang dimiliki suatu tinggkat pemerintahan. Dalam kaitannya dengan 

pelaksanaan otonomi daerah, pemberian kewenangan untuk mengadakan 

pemungutan pajak selain pertimbangan kriteria-kiteria perpajak yang berlaku 

secara umum, juga harus mempertimbangkan ketetapan suatau pajak sebagai 

pajak daerah. 

Pajak adalah  iuran  rakyat  kepada kas  negara berdasarkan peraturan 

undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal 
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atau kontraprestasi, yang langsung dapat ditunjangkan dan yang digunakan 

untuk membiayai pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016:201). Berdasarka 

pengertian tersebut secara umum terdapat dua jenis fungsi budgedtair dan 

fungsi regulair. Fungsi budgedtair pajak sebagai alat memasukan dana ke kas 

Negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi regulair 

pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang 

keuangan. adapun manfaat pajak antara lain merupakan sumber utama 

penerimaan negara serta seagai salah satu alat pemerataan pendapatan atau 

redistribusi dari masyarakat ekonomi tinggi kepada masyarakat yang 

memiliki ekonomi rendah (Pohan, 2014:89).  

Menurut Nur Fitri Syam (2017) wujud dari Otonomi Daerah (OTODA) 

yaitu pemerintah pusat memberih kewenangan kepada pemerintah daerah 

otonomi (kabupaten/kota) untuk mengatur dan mengurus rumah tangga 

sendiri. Tugas daerah Otonomi daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan 

umum, memberi pelayanan kepada masyarakat, dan pelaksanaan 

pembangunan daerah. 

Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. 

Terkait dengan pendapatan pajak yang berbeda bagi provisi dan 

kabupaten/kota sesuai dengan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

perubahan Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan 

Retriusi. Pajak berdasarkan lembaga pemungutan dibagi menjadi dua 

(Siahaan, 2013:201),yaitu: 
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1. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara;  

2. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah 

merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang 

pribadi atau badan tanpa imbalan  langsung  yang seimbang,  yang 

dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintah daerah. 

Adam Smith dalam Mardiasmo (2016:205), agar pemungutan ajak tidak 

menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak hendaknya 

didasrakan atas asas berikutnya: 

1. Asas kesamaan/keadilan (equaliy); 

 Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak harus 

dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan 

kemampuan membayar pajak (ability to pay) dan sesuai dengan manfaat 

yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak 

menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan 

kepentingannya dan manfaat yang diminta. 

2. Asas Kepastian (certainty):  

  Penetapan pajak tidak ditetapkan sewenang-wenang. Oleh karena 

itu wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besamya pajak 

yang terutang, kapan harus dibayar dan kapan batas akhir pembayaran. 
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3. Asas Kecocokan/Kelayakan (convenience): Kapan wajib pajak harus 

membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak 

menyulitkan wajib pajak. 

4. Asas Ekonomi (economy): 

       Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan 

kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, 

demikian pula beban yang ditanggung oleh wajib pajak. istem 

pemungutan pajak harus sederhana. 

Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terulang berdasarkan surat 

ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. Siahaan (2013:201), sistem pemungutan pajak 

dalam dikelompokkan menjadi: 

1. Sistem Official Assessment (official assessment system), Suatu sistem 

pemungutan pajak yang kewenangan untuk menentukan besarnya pajak 

yang terutang oleh wajib pajak terletak pada fiskus atau aparat pemungut 

pajak tersebut. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Pajak terutang dihitung oleh petugas pajak; 

b. Wajib pajak bersifat pasif dalam menghitung pajaknya; 

c. Utang pajak timbul setelah para petugas pajak menghitung pajak yang  

terutang dengan di terbitkannya surat ketetapan pajak; 

d. Pemerintah memiliki wewenang penuh dalam menentukan besarnya 

pajak   yang harus dibayar wajib pajak. 
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2. Sistem Self Assessment (self assessment system); Suatu sistem pemungutan 

pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus 

dibayar oleh wajib pajak terletak pada wajib pajak yang bersangkutan. 

Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai berikut: 

a. Wewenang dalam menentukan besarnya pajak terutang ada di tangan 

wajib pajak itu sendiri; 

b. Wajib pajak aktif dalam menjalankan kewajiban pajaknya, mulai dari 

menghitung pajak sendiri, menyetor pajaknya dan melaporkan pajak 

yang terutangnya. 

c. Dalam sistem self assessment, pemerintah tidak perlu mengeluarkan 

surat ketetapan pajak setiap saat kecuali adanya kasus-kasus tertentu 

saja seperti wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak 

terutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak 

dibayar. 

3. Sistem Withholding (whitholding tax system);  

Suatu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak 

yang terutang dihitung oleh pihak ketiga (bukan wajib pajak dan juga 

bukan aparat pajak/fiskus). Jenis sistem ini merupakan jenis yang adil bagi 

masyarakat. Keunggulan dari sistem ini adalah wajib pajak yang 

bersangkutan tidak perlu repot-repot menghitung dan menyetorkan 

pajaknya karena pekerjaan tersebut sudah dijalankan oleh pihak ketiga. 

Sedangkan kelemahan dari sistem ini adalah uang pajak yang telah 

dipungut oleh pihak ketiga memiliki resiko tidak disetorkan. Pihak ketiga 
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tersebut bisa saja menggunakan uang pajak yang dipungutnya untuk hal 

lain. 

Menurut amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 

Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak 

Daerah jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala 

Daerah terdiri atas: 

a. Pajak Reklame; 

b. Pajak Air Tanah; 

c. PBB-P2. 

Sedangkan jenis pajak daerah yang dibayar sendiri berdasarkan 

penghitungan oleh wajib pajak terdiri atas: 

a. Pajak Hotel 

b. Pajak Restoran; 

c. Pajak Huburan; 

d. Pajak Penerangan Jalan; 

e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

f. Pajak Parkir; 

g. Pajak Sarang Burung Walet; dan 

h. BPHTB. 

2.1.2 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

a. Pengertian BPHTB 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 yang telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak 
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atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), bahwa yang dimaksud dengan Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang 

dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak yang harus dibayar sebagai 

akibat dari diperolehnya hak atas tanah atau bangunan yang meliputi hak 

milik, hak guna usaha, hak guna bangunan hak pakai, hak milik atas satuan 

rumah susun dan hak pengelolaan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2000, perolehan hak atas tanah dan atau/bangunan adalah perbuatan hukum 

yang mengakibatkan diperolehanya hak atas tanah atau bangunan oleh 

pribadi atau badan ( Mardianso, 2016:324), hak atas tanah dan atau 

bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan beserta 

bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1960 tentang peraturan  Dasar pokok-pokok Agraria dan ketentuan 

perundang—undangan lain. 

Filosofi utama yang melandasi adanya pajak karena peran serta 

masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan penerimaan Negara 

dengan cara pengenaan pajak. Bea Perolehan Hak Atas Tanahh dan 

Bangunan termsuk pengenaan pajak. Pohan (201:89), ada beberapa ciri 

khusus yang membuat BPHTB dinamai bea bukannya pajak karena: 

1. Bea materai tidak diperlkan nomor  identitas baik untuk wajib pajak 

maupun obyek pajak; 

2. Saat pembayaran terjadi  lebih dahulu dari pada saat terutang; 
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3. Frekuensi pembayaran bea terutang dapat dilakukan secara insidentil dan 

tidak terkait dengan waktu. 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah pengertian BPHTB adalah: 

1. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas 

perolehan hak atas  tanah dan atau bangunan; 

2. Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) adalah 

perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak 

atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan; 

3. Hak Atas Tanah dan atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak 

pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Obyek BPHTB 

Berdasarkan pasal 3 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 

2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan: 

1. Obyek pajak  Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah 

perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. 

2. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud 

pada ayat   (1) meliputi: 

a) Pemindahan Hak Karena 

1) Jual beli;  

2) Tukar menukar, 
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3) Hibah; 

4) Hibah wasiat; 

5) Waris; 

6) Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; 

7) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 

8) Penunjukan pembeli dalam lelang: 

9) Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum 

tetap; 

10) Penggabungan usaha, 

11) Peleburan usaha; 

12) Pemekaran usaha; atau 

13) Hadiah. 

b) pemberian hak baru karena: 

1) Kelanjutan pelepasan hak; atau 

2) Diluar pelepasan hak. 

3. Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai 

berikut: 

a. Hak milik; 

b. Hak guna usaha; 

c. Hak guna bangunan 

d. Hak pakai; 

e. hak milik atas satuan rumah susun; dan 

f. Hak pengelolaan.  

c. Ojek BPHTB Yang Dikecualikan 
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Berdasarkan pasal  4 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 

Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan obyek 

pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah obyek pajak yang diperoleh: 

1. Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan perlakuan asas 

timbal balik; 

2. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk 

pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; 

3. Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan syarat 

tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di luar fungsi dan 

tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut; 

4. Orang pribadi atau badan karena wakaf, 

5. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan 

hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; 

6. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. 

d. Subyek dan Dasar Pengenaan BPHTB 

Berdasarkan pasal 5 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 

Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan : Subyek 

pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak Atas 

Tanah dan/atau Bangunan. 

Berdasarkan pasal 7 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 

Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan: 
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1. Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Obyek Pajak 

(NPOP) 

2. NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 

a. Jual beli adalah harga transaksi; 

b. Tukar menukar adalah nilai pasar, 

c. Hibah adalah nilai pasar, 

d. Hibah wasiat adalah nilai pasar, 

e. Waris adalah nilai pasar, 

f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum adalah nilai 

pasar, 

g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai 

pasar, 

h. Peralihan  hak karena pelaksanaan putusan hakim yang 

mempunyai kekuatan hukum  tetap adalah nilai pasar, 

i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari 

pelepasan  hak adalah nilai pasar; 

j. Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah 

nilai pasar; 

k. Penggabungan usaha adalah nilai pasar; 

l. Peleburan usaha adalah nilai pasar, 

m. Pemekaran usaha adalah nilai pasar, 

n. Hadiah adalah nilai pasar, dan/atau 
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o. Penunjukan  pembeli  dalam  lelang adalah harga transaksi  

yang tercantum dalam risalah lelang. 

e. Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) dan 

Tarif BPHTB 

Berdasarkan pasal 8 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 

Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan: 

1. Besarnya NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam 

puluh juta rupiah) untuk setiap perolehan hak. 

2. NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta 

rupiah) dalam hal : 

a. Perolehan hak karena waris 

b. Perolehan hak karena hibah wasiat yang diterima orang pribadi 

yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis 

keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah 

dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri 

Berdasarkan pasal 9 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 

Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan: 

1. Tarif pajak BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima per seratus). 

2. Khusus untuk waris dan hibah wasiat, tarif pajak BPHTB 

ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus). 

f. Saat Terutangnya BPHTB 

Berdasarkan pasal 13 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 

Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan: 



 20 

1. Jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta; 

2. Tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani 

akta; 

3. Hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta  

4. Hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta; 

5. Waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan 

peralihan haknya ke instansi di bidang pertanahan; 

6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah 

sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta; 

7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal 

dibuat dan ditandatangani akta; 

8. Putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap; 

9. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari 

10. Pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal 

diterbitkannya surat keputusan pemberian hak; 

11. Penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan 

ditandatangani akta; 

12. Peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani 

akta; 

13. Pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandantani akt: 

14. Hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta; dan 

15. Lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang atas lelang. 
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g. Pejabat Yang Berwenang Dalam Pemenuhan Ketentuan BPHTB 

Undang-Undang Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB) menentukan beberapa Pejabat yang berwenang dalam 

pemenuhan ketentuan BPHTB atas suatu perolehan hak atas tanah dan 

bangunan. Para pejabat ini diberi kewenangan untuk memeriksa apakah 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terutang sudah 

disetorkan ke Kas Negara oleh Pihak yang memperoleh hak sebelum 

pejabat yang berwenang menandatangani dokumen yang berkenaan 

dengan perolehan dimaksud. Pejabat yang dimaksud tersebut ditunjuk 

karena kewenangannya dalam pembuatan akta dan pengesahan terjadinya 

perolehan hak. Pejabat tersebut adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT), Pejabat Lelang, Pejabat Pertanahan, Pejabat yang berwenang 

sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang BPHTB, dalam 

pelaksanaannnya mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang 

diatur dalam Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1997 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 

tentang BPHTB tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pelaksanaan Undang-

Undang tentang BPHTB mempunyai tugas pokok dan fungsi membuat 

serta menanda tangani akta peralihan hak atas tanah dan atau bangunan 

setelah subjek/wajib pajak BPHTB menyerahkan bukti penyetoran biaya 

pajak ke Kas Negara. Kemudian Pejabat Pembuat Akta Tanah melaporkan 
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pembuatan akta Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan tersebut 

kepada Direktorat Jenderal Pajak selambat-lambatnya pada tanggal 10 

(sepuluh) bulan berikutnya. 

Ada beberapa PPAT, yaitu sebagaimana yang dinyatakan dalam 

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan 

Jabatan Pembuat Akta Tanah, bahwa yang dimaksud adalah: 

1. Pejabat Pembuat Akta Tanah selanjutnya disebut PPAT adalah 

Pejabat Umum yang diberikan kewenangan unutk membuat akta-

akta Otentik mengenai Perbuatan Hukum tertentu mengenai Hak 

atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. 

2. PPAT Sementara adalah Pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena 

jabatannya untuk melanjutkan tugas PPAT dengan membuat akta 

PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. 

3. PPAT Khusus adalah Pejabat Badan Pertanahan Nasional yang 

ditunjul karena jabatanya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan 

membuat Akta PPAT Tertentu Khusus Dalam Rangka Pelaksanaan 

Program atau Tugas Pemerintah Tertentu. 

4. Akta PPAT adalah akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah 

dilaksanakan Perbuatan Hukum tertentu mengenai Hak Atas Tanah 

atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. 

Pejabat Lelang Negara dalam pelaksanaan Undang-Undang tentang 

BPHTB mempunyai tugas pokok dan fungsi membuat dan menanda 

tangani Risalah Lelang Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan 



 23 

setelah Subyek Pajak/Wajib Pajak BPHTB menyerahkan bukti penyetoran 

biaya pajak ke kas Negara, dan melaporkan pembuatan Risalah Lelang 

tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak selambat-lambatnya pada 

tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. 

Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam bentuk 

pelaksanaan Undang-Undang tentang BPHTB mempunyai tugas dan 

fungsi menerbitkan serta menanda tangani surat keputusan pemberian hak 

atas tanah dan bangunan baik perolehan hak atas tanah dan bangunan, 

perolehan hak atas tanah dan bangunan akibat pemberian hak maupun 

akibat pemindahan hak, setelah Subyek Pajak/Wajib Pajak BPHTB 

menyerahkan bukti setoran pajak ke kas Negara.  

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menyampaikan 

pemberitahuan bulanan dalam hal terjadi pendaftaran hak atau pendaftaran 

peralihan hak berdasarkan perolehan hak atas tanah karena pemberian hak 

baru dan hibah wasiat serta karena waris. Pendaftaran tanah 

diselenggarakan antara lain untuk menyediakan informasi kepada Pihak-

pihak yang berkepentingan, agar dengan mudah dapat memperoleh data 

yang diperlukan dalam rangka melakukan perbuatan hukum mengenai 

bidang-bidang tanah atau satuan-satuan Rumah Susun yang sudah didaftar. 

Penyediaan tersebut oleh Kantor Kabupaten/Kota pada Seksi 

Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, yang dikenal sebagai daftar umum 

yang terdiri atas: a) Peta Pendaftaran, yaitu peta yang menggambarkan 

bidang atau bidang bidang tanah untuk keperluan pembukuan tanah; b) 
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Daftar tanah, yaitu dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas 

bidang tanah dengan suatu sistem penomoran; c) Surat Ukur, yaitu 

dokumen memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta yang 

diambil datanya dari peta pendaftaran; Buku Tanah, dokumen dalam 

bentuk daftar yang memuat data yuridis, suatu obyek pendaftaran tanah 

yang sudah ada haknya; Nama, yaitu dokumen yang dalam bentuk daftar 

yang keterangan mengenai penguasaan tanah dengan suatu tanah, atau Hak 

Pengelolaan, dan mengenai pemilikan Hak Satuan Rumah Susun oleh 

orang perseorangan atau badan hukum tertentu.  

Pokok penyelenggaraan pendaftaran tanah diatur Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Tanah Juncto Peraturan 

Menteri Negara Agraria/Kepala Pertanahan Nasional Nomor Tahun 1997 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun Pendaftaran 

Tanah. Secara garis besar, tujuan pendaftaran seperti yang dinyatakan 

dalam Pasal Peraturan 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu: a) 

untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum pemegang 

atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun hak lain yang terdaftar, agar 

dengan mudah dapat dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, 

dengan sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya; b) Untuk menyediakan 

informasi kepada pihak-pihak berkepentingan termasuk Pemerintah, agar 

dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan 

perbuatan hukum mengenai bidang bidang tanah dan satuan-satuan rumah 
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susun yang sudah terdaftar, c) Untuk terselenggaranya tertib administrasi 

pertanahan. 

Dalam melaksanakan pendaftaran tanah dimaksud, Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan 

Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan 

tertentu yaitu membuat akta dan risalah lelang sebagai bukti telah 

dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak 

Milik Atas Satuan Rumah Susun yang akan dijadikan dasar bagi 

pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh 

perbuatan hukum itu. 

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang 

diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan 

Peraturan Perundang-undangan (UU Nomor: 33 Tahun 2004 pasal 1, ayat-18). 

Sumber Pendapatan Asli Daerah, diperoleh dari :a. Pajak Daerah; b. Retribusi 

Daerah; c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d. Lain-lain 

PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan 

kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai 

dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Resmi (2014:77) 

menegaskan, secara utuh desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa 

untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan 

bertanggung jawab, kepada daerah diberikan kewenangan untuk memberdayakan 
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sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan pusat dan 

daerah. 

Kewenangan untuk memberdayakan sumber keuangan sendiri dilakukan 

dalam wadah PAD yang sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi 

daerah. Idealnya suatu perimbangan keuangan pusat dan daerah terjadi apabila 

setiap tingkat pemerintahan independen dalam bidang keuangan untuk membiayai 

pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing. Artinya PAD menjadi sumber  

pendapatan  utama atau dominan, sementara subsidi atau transfer dari  tingkat 

pemerintah  pusat merupakan sumber penerimaan pendukung atau tambahan yang 

peranannya tidak dominan. PAD merupakan salah satu sumber  pembiayaan  

pemerintahan daerah yang peranannya sangat tergantung kemampuan dan 

kemauan  daerah dalam menggali potensi yang ada di daerah. 

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan 

daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah self supporting 

dalam bidang keuangan. Faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam 

mengukur tingkat kemampuan daerah dalam  melaksanakan otonomi daerahnya. 

Menurut Halim (2016:197), pemerintah daerah menghadapi dilema, disatu sisi 

mereka harus meningkatkan terus jumlah PAD-nya untuk mengimbangi semakin 

meningkatnya kebutuhan biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, 

disisi lain  potensi di daerah  yang bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan 

daerah relatif kecil. Resmi (2014:77) juga mengatakan, sebagai rangkaian dari 

pengalihan kewenangan sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah, dukungan 
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pembiayaan  yang  memadai akan menjadi syarat utama guna mencapai hasil 

optimal. 

Ketergantungan yang tinggi terhadap penerimaan dari pemerintah pusat 

disatu sisi dan rendahnya peranan PAD dalam penerimaan daerah disatu sisi 

membawa konsekuensi terhadap rendahnya kemampuan PAD dalam membiayai 

pengeluaran daerah. Kondisi ini tentu saja sangat menyulitkan pemerintah daerah 

untuk melaksanakan otonomi secara nyata. Tim Asistensi Menteri Keuangan 

Bidang Desentralisasi Fiskal (2010:44) menjelaskan, rendahnya penerimaan pajak 

dan retribusi daerah ditunjukkan oleh data  tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 

bahwa kontribusi PAD terhadap APBD hanya kurang dari 10%. Peranan PAD 

yang relatif kecil menyebabkan penerimaan pemerintah daerah baik secara 

langsung maupun tidak langsung sangat  tergantung  pada transfer dari pemerintah 

pusat. 

Kuncoro (2014:13), setidaknya ada lima penyebab utama rendahnya PAD 

yang   pada gilirannya  menyebabkan tingginya ketergantungan  terhadap subsidi 

dari pusat, yaitu: 1) kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber 

pendapatan daerah; 2) tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan. 

Semua pajak  utama yang paling produktif dan  buoyant  baik pajak langsung dan 

tak langsung, ditarik oleh pusat; 3) kendati pajak daerah cukup beragam  ternyata 

hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan; 4) bersifat politis, 

adanya kekhawatiran apabila daerah  mempunyai sumber keuangan yang tinggi 

maka  ada kecendrungan terjadi disintegrasi dan separatisme; 5) kelemahan dalam 

pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. 
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Resmi (2014:75) mengatakan, selama ini rendahnya PAD dalam struktur 

penerimaan daerah disebabkan karena sumber-sumber yang masuk dalam kategori 

PAD umunya bukan  merupakan sumber  potensial bagi daerah. Sumber-sumber 

potensial di daerah sudah diambil sebagai sumber penerimaan bagi pemerintah 

pusat, sehingga yang tersisa di daerah hanya sumber-sumber penerimaan yang 

kurang potensial. Dalam hal yang sama Rosdiana dan Tarigan (2015:364) 

mengatakan, karena pajak-pajak yang memberi hasil tinggi tidak 

didesentralisasikan, kontinuitas kebijakan yang lain ialah bahwa ketergantungan 

daerah  kepada bantuan pemerintah pusat masih tetap tinggi seperti ditunjukan 

oleh besarnya persentase DAU didalam anggaran pemerintah daerah. 

Sumber-sumber Penerimaan Daerah untuk melaksanakan asas 

desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan (pasal 5 Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004). Sedangkan Pendapatan Daerah itu sendiri 

bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain 

Pendapatan. Adapun sumber-sumber PAD yaitu: 

a) Hasil Pajak Daerah. 

Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk 

pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah 

sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan 

untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang 

pelaksanaannya dapat dipaksakan. 

b) Hasil Retribusi Daerah. 
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Pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai 

pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau 

milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat 

yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walaupun 

harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada 

alternatif untuk tidak mau membayar, merupakan pungutan yang sifat 

budgedtaimya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah 

merupakan pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah 

daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat. 

c) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 

yang Dipisahkan. 

Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari 

keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah 

dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik 

perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan 

pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi 

yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan 

kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah. 

d) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. 

Pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak 

daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang 

sah mempunyai sifat yang membuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan 

kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut 
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bertujuan untuk menunjang, melapangkan, dan memantapkan suatu kebiajakan 

daerah di suatu bidang tertentu. 

 

2.1.4 Efektivitas  

Di dalam organisasi efektivitas sering dihubungkan dengan efisiensi. 

Efisiensi seringkali tidak selaras dengan efektif. Efisiensi lebih menekankan pada 

menggunakan sumber daya dengan tepat. Efektiv lebih menekankan pada tepat 

sasaran. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran 

seberapa jauh target dapat tercapai. Pengertian efektiviats ini lebih berorientasi 

kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi 

perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun 

terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat (Rosdiana dan 

Tarigan, 2015 184) Efektivitas secara umum merupakan suatu ukuran sampai 

seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang sebelumnya telah ditargetkan. 

Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai 

tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi 

tersebut dikatakan telah berjalan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan 

bahwa efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan. Rasio dibawah 

standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif. 

Adapun rumus perhitungan  efektivitas menutrut Halim (2004:164) adalah 

sebagai berikut: 

Efektivitas penerimaan BPHTB = 
                           

                       
 x 100%    
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2.1.5 Kontribusi 

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu contribute, contribution, 

maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. 

Dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat 

materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi 

kebaikan bersama. Kontribusi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

sejauh mana penerimaan BPHTB memberikan sumbangan dalam Pendapatan Asli 

Daerah. 

Adapun rumus perhitungan  Kontribusi menutrut Halim (2004:164) adalah 

sebagai berikut: 

Kontribusi  pajak Daerah = 
                                  

                                      
 100% 
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2.2 Kerangka Pikir 

Kerangka pikiran dalam penelitian ini adalah: 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. 

Waktu penelitian selama 2 bulan yaitu bulan Januari sampai bulan Februari 2022. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua 

bagian yakni: 

a. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata, skema dan 

gambar. Jenis data kualitatif ini ialah data sekunder yaitu data yang 

telah mengalami proses pengolahan oleh sumbernya. 

b. Data kuantitatif  merupakan data yang berbentuk angka-angka atau 

data kuantitatif yang disajikan dalam bentuk angka.  

 

3.2.2 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 

dua bagian yakni: 

a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil 

wawancara dan dokumentasi terhadap objek penelitan. Dalam 

penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara secara 

langsung dengan staf Dispenda dan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT). 
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b. Data sekunder merupakan data yang diambil dari catatan atau sumber 

lain yang telah ada dan sudah diolah oleh pihak ketiga secara berkala 

(time series), untuk melihat perkembangan objek penelitian selama 

periode tertentu. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dua 

sumber yaitu dari Dispenda dan dari Kantor Notaris/PPAT. Data dari 

Dispenda yaitu data target dan realisasi penerimaan BPHTB. 

Sedangkan data dari Kantor Notaris/PPAT yaitu data transaksi terkait 

perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan (nilai transaksi, NJOP, 

dan nilai pajak BPHTB). 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

3 bagian yakni : 

1. Observasi 

 Penelitian yang dilakukan dalam usaha memperoleh data untuk 

menunjang penelitian ini, sehingga dilakukan penelitian lapangan pada 

instansi terkait yang dapat mendukung penelitian ini. 

2. Dokumentasi 

 Dilakukan dengan melakukan pengumpulan data historis atau 

dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini. Metode 

dokumentasi adalah pengumpulan data dengan jalan melihat, membaca, 

mempelajari, kemudian mencatat data yang sudah ada hubungannya 

dengan objek penelitian. 
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3.4 Metode Analisis 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif, 

maka untuk menganalisis data yang telah terkumpul, data diolah dengan 

menghitung data-data yang berbentuk kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah 

penelitian dengan  menggunakan  model matematis, statistik, atau komputer yang 

banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran 

terhadap data tersebut hingga penampilan dari hasilnya. Jadi, metode deskriptif  

kuantitatif bertujuan untuk  menggambarkan dan  mengungkapkan suatu  masalah, 

keadaan, peristiwa sebagaimana adanya yang diwakili dengan angka. Adapun 

langkah-langkah dalam menganalisis datanya adalah sebagai berikut: 

1. Menghitung efektivitas penerimaan BPHTB di Kota Makassar. 

Efektivitas penerimaan BPHTB  prosentase antara perbandingan  realisasi 

penerimaan BPHTB. Adapun rumus perhitungan  efektivitas menutrut Halim 

(2004:164) adalah sebagai berikut: 

Efektivitas penerimaan BPHTB = 
                           

                       
 x 100%    

 

Kriteria yang digunakan untuk menilai efektivitas penerimaan BPHTB yaitu:  

Tabel 3.1 

Klasifikasi kriteria Nilai Efektivitas penerimaan BPHTB 

Prosentase Kriteria 

Lebih dari 100% Sangat Efektif  

90-100% Efektif 

80-90% Cukup Efektif  

60-80% Kurang Efektif 

Kurang dari 60% Tidak Efektif 

Sumber: Kepdagri, Kepmendagri No.690.900.327(dalam Dini Nur, 2015) 
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2. Menghitung tingkat kontribusi pendapatan pajak daerah terhadap 

Pendapatan Asli  Daerah  di Kota Makassar. 

Perhitungan ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat  

kontribusi  pajak daerah terhadap pendapatan Asli Daerah di  Kota Makassar.  

Adapun rumus perhitungan  Kontribusi menutrut Halim (2004:164) adalah 

sebagai berikut:         

Kontribusi  pajak Daerah = 
                                  

                                      
 100% 

                      

                 

Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi daerah terhadap  

Pendapatan Asli Daerah di Kota  Makassar yaitu:  

Tabel 3.2 

Klasifikasi kriteria kontribusi presentase Pajak Asli Daerah 

Presentase Kriteria  

0,00%-10% Sangat kurang  

10,00%-20% Kurang  

20,00%-30% Sedang  

30,00%-40% Cukup Baik 

40,00%-50% Baik  

Lebih dari 50%  Sangat Baik 

Sumber:Kepdagri, Kepmendagri No.690.900.327(dalam Dini Nur, 2015) 

3.5 Definisi Operasional 

Defeinisi operasional dan pengukuran dari masing-masiang variabel 

penelitian adalah:  

1. Evektivitas BPHTB adalah perbandingan antara realisasi penerimaan 

dengan BPHTB. 
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2. Kontribusi pendapatan asli daerah adalah indikator yang digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar sumbangan pajak daerah terhadap total 

pendapatan asli daerah (PAD). 

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dari 

kekayaan daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah 

dan sesuai dengan peraturan  perundang-undangan. Besarnya Pendapatan 

Asli Daerah sangat menentukan  tingkat perkembangan otonomi suatu 

daerah. 

4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) BPHTB Adalah 

pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

4.1.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan daerah Kota Makassar  

Sebelum terbentuknya dinas pendapatan kotamadya tingkat Makassar, 

dinas pasar, dinas air minum dan dinas penghasilan daerah dibentuk 

berdasarkan surat keputusan Walikotamadya Nomor 115/Kep/A/V/1973 

tanggal 24 Mei 1973 terdiri beberapa sub dinas pemeriksaan kendaraan tidak 

bermotor dan sub dinas administrasi. 

Dengan adanya keputusan Walikotamadya daerah tingkat II ujung 

pandang Nomor 74/S.Kep/A/V/1977 tanggal 1April 1977 bersama dengan 

surat edaran Menteri dalam Negeri Nomor 3/12/43 tanggal 9 september 1975 

Nomor Keu/3/22/33 tentang pembentukan dinas pendapatan daerah 

kotamadya Ujung pandang telah disempurnakan dan di tetapkan perubahan 

nama menjadi dinas penghasilan daerah yang kemudian menjadi unit-unit 

yang menangani sumber-sumber keuagan daerah seperti dinas perpajakan, 

dinas pasar dan sub dinas pelelangan ikan dan sub-sub dinas dalam unit 

penghasilan daerah yang tergabung dalam unit  penghasilan daerah dilebur 

dan dimasukkan pada unit kerja dinas pendapatan daerah  Kotamadya Tinkat 

II Ujung pandang, seiring adanya perubahan Kotamadya Ujung pandang 

menjadu Kota Makassar, secara otomatis nama dinas pendapatan daerah 

kotamadya ujung pandang berubah menjadi Dinas  Pendapatan Daerah Kotah 

Makassar. 
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4.1.2 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah 
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4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar  

1. Tugas Pokok  

Tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar yaitu 

merumuskan, membina, mengendalikan, dan mengelolah serta 

mengkoordinir kebijakan bidang pendapatan daerah. 

2. Fungsi 

a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan 

pendapatan dan melakukan pendataan potensi sumbersumber 

pendapatan daerah. 

b. Penyusunan rencana dan program evaluasi pelaksanaan pungutan 

pendapatan daerah.   

c. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional 

bidang pendataan, penetapan, keberatan, dan penagihan serta 

pembukuan pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak parkir, 

pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan 

pengelolaan batuan galian golongan C serta pajak/pendapatan 

daerah dan retribusi daerah lainnya.  

d. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional 

bidang bagi hasil dan pendapatan lainnya serta intensifikasi dan 

ekstensifikasi.  

e. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional 

pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik 

daerah yang berada dalam penguasaannya. 
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4.1.4 Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Bapenda Kota Makassar 

1. Kepala Dinas  

Merencanakan, mengembangkan, mengkoordinasi, mengawasi 

setiap kerja para anggotanya dan mengendalikan tugas desentrasi, 

dekonsentrasi dan tugas pembantu di bidang pendapatan. 

2. Sekertaris  

Sekretariat Dinas dipimpin sekretaris di bawah dan bertanggung 

jawab langsung kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas 

memberikan pelayanan administratif bagi seluruh satuan kerja di 

lingkungan Dinas Pendapatan Kota Makassar. Dalam melaksanakan 

tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi 

a. Pengelolaan kesekretariatan;  

b. Pelaksanaan urusan kepegawaian dinas;  

c. Pelaksanaan urusan keuangan dan penyusunan neraca SKPD; 

d. Pelaksanaan urusan perlengkapan;  

e. Pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga;  

f. Pengkoordinasian perumusan program dan rencana kerjaDinas 

Pendapatan; 

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan  

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun 

rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelolah 

administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumah tanggaan 
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dinas. Dalam melaksanakan tugas SubBagian Umum dan Kepegawaian 

menyelenggarakan fungsi administrasi kepegawaian serta melaksanakan 

urusan kerumah tanggaan dinas. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: 

a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Sub bagian 

Umum dan Kepegawaian;  

b. Mengatur pelaksanaan kegiatan sebagian urusan ketatausahaan 

meliputi surat-menyurat, kearsipan, surat perjalanan dinas, dan 

mendistribusikan surat sesuai bidan; 

c. Urusan kerumahtanggaan dinas;  

d. Melaksanakan usul kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun;  

e. Melaksanakan usul gaji berkala, usul tugas belajar dan izin belajar  

f. Menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundangundangan di 

bidang kepegawaian dalam lingkup dinas;  

g. Menyiapkan bahan penyusunan standarisasi yang meliputi bidang 

kepegawaian, pelayanan, organisasi dan ketatalaksanaan;  

h. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan 

bidang  tugasnya.  

i. Melakukan koordinasi pada Sekretariat Korpri Kota Makassar;  

j. Melaksanakan tugas pembinaan terhadap anggota Korpri pada unit 

kerja masing-masing;  

k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;  

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
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4. Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas 

menyusun rencana kerja dan melaksanakan tugas teknis keuangan. 

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan 

fungsi:  

a. Menyusun rencana dan program kerja Sub bagian Keuangan;  

b. Mengumpulkan dan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja 

Perangkat Daerah;  

c. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja 

Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari 

masing-masing Bidang dan Sekretariat sebagai bahan konsultasi 

perencanaan ke Bappeda melalui Kepala Dinas;  

d. Menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi 

perbendaharaan dinas;  

e. mengumpulkan dan menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi dari masing-masing satuan kerja;  

f. Menyusun laporan neraca SKPD dengan melakukan koordinasi 

dengan Subbagian Perlengkapan; 

g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;  

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 

5. Sub Bagian Perlengkapan  

Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana 

kerja, melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan serta 
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mengevaluasi semua pengadaan dan pemanfaatan barang. Dalam 

melaksanakan tugas Sub Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi: 

a. Menyusun rencana dan program kerja Dinas Pendapatan;  

b. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) Dinas;  

c. Membuat usulan Rencana Kerja Kebutuhan Barang Unit (RKBU) 

Sekretariat dan Bidang-bidang;  

d. Membuat Daftar Kebutuhan Barang (RKB);  

e. Membuat Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);  

f. Menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan untuk tahun anggaran 

dan bahan penyusunan APBD; 

g. Menerima dan meneliti semua pengadaan barang pada Dinas 

Pendapatan; melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga 

lainnya tentang barang inventaris daerah;  

h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;  

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

6. Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan  

Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan mempunyai tugas melaksanakan 

pelayanan administrasi, perusahaan dan bagian pendataan, penetapan, 

keberatan, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Hotel 

dan Pajak Hiburan. Dalam melaksanakan tugas Bidang I Pajak Hotel dan 

Hiburan menyelenggarakan fungsi : 

a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya;  
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b. Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, 

keberatan, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah, penagihan, 

pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Hotel dan Pajak 

Hiburan;  

c. Melaksanakan pembinaan sistem manajemen Pengelolaan Pajak;  

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;  

e. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.  

7. Bidang II Pajak Restoran dan Parkir  

Bidang II Pajak Restoran dan Parkir mempunyai tugas melaksanakan 

pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, penagihan, pembukuan, 

verifikasi dan pelaporan Pajak Restoran dan Pajak Parkir. Dalam melaksanakan 

tugas, Bidang II Pajak Restoran dan Pajak Parkir menyelenggarakan fungsi: 

melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya 

a. Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, keberatan, 

penerbitan surat ketetapan pajak daerah, penagihan, pembukuan, verifikasi 

dan pelaporan Pajak Restoran dan Pajak Parkir;  

b. Melaksanakan pembinaan sistem manajemen Pengelolaan Pajak  

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;  

d. Pengelolaan administrasi urusan tertentu. 

8. Bidang III Pajak Reklame dan Retribusi Daerah  

Bidang III Pajak Reklame dan Retribusi Daerah mempunyai tugas 

melaksanakan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, 
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penagihan, pembukuan dan pelaporan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah. 

Dalam melaksanakan tugas, Bidang III Pajak Reklame dan Retribusi Daerah 

menyelenggarakan fungsi  

a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya; 

b. Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, keberatan, 

penerbitan surat ketetapan pajak daerah, penagihan, pembukuan, verifikasi 

dan pelaporan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah;  

c. Melaksanakan pembinaan sistem manajemen Pengelolaan Pajak  

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;  

e. Pengelolaan administrasi urusan tertentu 

9. Bidang IV Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerangan Jalan, Pajak 

Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan 

Bagi Hasil Bidang IV Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerangan Jalan, 

Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah 

dan Bagi Hasil mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok mengendalikan, 

merencanakan, merumuskan serta melakukan pengembangan, evaluasi, 

pengendalian dan pelaporanserta audit pajak dan retribusi. Dalam 

melaksanakan tugas, Bidang IV Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerangan 

Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak 

Daerah dan Bagi Hasil menyelenggarakan fungsi:  

a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya; 
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b. Koordinasi dan pengendalian intensifikasi dan ekstensifikasi;  

c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan intensifikasi dan ekstensifikasi 

pajak-pajak dan retribusi; 

d. Koordinasi dan pengendalian bagi hasil dan pajak daerah lainnya;  

e. Pengendalian, pelaporan dan verifikasi  

f. Melaksanakan koordinasi antara seksi yang berkaitan dengan bidang 

tugasnya;  

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;  

h. Pengelolaan administrasi urusan tertentu 

 

4.1.5 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah kota Makassar 

Visi  dan Misi Badan pendapatan daerah kota Makassar :  

Visi : “Pengelolaan pendapatan yang optimal online terpadu.” 

Misi : Untuk mewu judkan Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, 

ditetapkan misi sebagai berikut : 

1. Mewujutkan pengelolaan PAD yang obtimal berbasis IT secara 

terpadu dan  terintegrasi. 

2. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan memiliki 

kompetensi dalam bidangnya. 

3. Memantapkan kordinasi administrasi pengelolaan pendapatan dan 

keuangan daerah.  
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4.2 Diskripsi Objek Penelitian 

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan 

keuangan Antara pusat Daerah pasal 1 angka 18 bahwa pendapatan asli daerah, 

selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang di pungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-Undangan. Pengertian pendapatan asli daerah menurut 

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali 

dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil 

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah.  

Dari beberapa pendapatan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 

pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana 

penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada didaerah 

tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan 

keuangan tersebut di ataur oleh peraturan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli 

daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis 

pendapatan, sebagai berikut 1) Pajak Daerah, 2) Retribusi Daerah, (3) Hasil 

Pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan 4) Lain-lain PAD yang 

sah. Berikut ini tabel anggaran dari realiasi Pendapatan Asli Daerah Kota 

Makassar pada Tahun 2018-2020. 
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Tabel 4.1 

Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Makassar  

 

Tahun 

Target 

penerimaan 

Pendapatan 

Pajak PAD 

(RP) 

Realisasi  

Penerimaan 

pendapatan 

pajak PAD  

(RP) 

Rasio 

Efektivitas 

Kriteria 

Efektivitas 

2018 1.194.753.148.000 947.371.868.404 79,29% Kurang efektif 

2019 1,340.000.000.000 1.073.061.660.653 80,08% Cukup efektif 

2020 850.672.543.763 868.699.900.035 102,12% Sangat efektif 

Sumber : Badan pendapatan daerah Kota makassar, 2022  

Tabel diatas menunjukan bahwa pada Tahun anggaran 2020 realisasi 

pendapatn Daerah mengalami peningkatan yang cukup besar dibandingkan 2018-

2019 sebelumnya walupun nominal angkanya tahun 2019 lebih besar dibandingan 

dengan tahun  2018 dan 2020  yaitu Rp 1.073.061.660,653. pada tahun 2018 -

2019 pendapatan daerah tidak memenuhi target tetapi karena jumlah targetnya 

sangat besar di bandikan jumalah target di tahun 2020 menurun tetapi penriamaan 

pendapatannya telah memenuhi target yaitu Rp 868.699.900,035. Sehingga 

tingkat efektifitasnya mengalami kenaikan di setiap tahun dari tahun kemarin 

80,08% menjadi 102,12%. Hal ini menunjukan bahwa nominal yang kurang 

menentukan tingkat keberhasilan Dinas pendapatn dalam mengelola anggarannya 

dan memenuhi target yang telah ditentukan. 

4.2.1 Pendapatan Daerah 

 Pajak daerah merupakan salah satu sumber dari PAD, dimana pajak daerah 

sendiri merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah. Pada tahun 
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2009 ada perubahan dengan diterbitkannya UU PDRD Nomor 28 Tahun 2009, 

terdapat jenis pajak baru yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 

Dan ada juga beberapa jenis pajak yang hak pemungutannya dialihkan dari 

pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah. Perubahan-perubahan tersebut tercantum 

dalam tabel berikut ini:  

Tabel 4.2 

Penambahan Jenis Pajak Daerah Dalam UU PDRD 28 Tahun 2009 

UU No Tahun 2000 UU No 28 Tahun 2009 

1. Pajak Hotel 

2. Pajak Restoran  

3. Pajak Hiburan 

4. Pajak Reklame  

5. Pajak Penerangan Jalan  

6. Pajak Parkir 

7. Pajak Pengambilan Bahan 

Galian Golongan C 

1. Pajak Hotel 

2. Pajak Restoran  

3. Pajak hiburan 

4. Pajak Reklame 

5. Pajak Penerangan Jalan  

6. Pajak Parkir  

7. Pajak Mineral Bukan Logam 

dan Batuan  

8. Pajak Air Tanah  

9. Pajak Sarang Burung Walet 

10. PBB Perdesaan dan Perkotaan 

11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

dan Bangunan 

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak, Tahun 2019 

4.2.2 Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

Pajak BPHTB memiliki potensi tinggi dalam meningkat pendapatan Asli 

Daerah Kota Makassar. Hal ini terbukti deangan realisasi penerimaan pajak 

BPHTB Kota Makassar pada Tahun 2018-2020 mengalami pertumbuhan  yang 

fluktuatif. Rata-rata realisasi penerimaan pajak pada tahun tersebut mengalami 

kenaikan setiap tahunnya. Dari analisis 3 Tahun tersebut, pajak BPHTB 

mengalami penurunan pada tahun 2018 dengan prosentase mencapai 7,11% dan 
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juga pada tahun 2017 dengan prosentasi 70,53%. Pencapaian tertinggi ada pada 

tahun 2020 sebesar 101,44%.  

 

Tabel 4.3 

Target Dan Realisasi Pajak BPHTB Badan Pendapatan Daerah  

Kota Makassar  

 

Tahun 

Target 

penerimaan 

Pajak BPHTB 

(RP) 

Realisasi 

Penerimaan 

pajak BPHTB 

(RP) 

Rasio 

Efektivitas 

Kriteria 

Efektivitas 

2018 300.000.000.000 210.339.967.858 70,11% Kurang Efektif 

2019 330.000.000.000 232.759.078.778 70,53% Kurang Efektif 

2020 205.000.000.000 207.958.144.916 101,44% Sangat Efektif  

Sumber : Badan pendapatan daerah Kota makassar, 2022  

Dalam kurun tiga tahun terakhir yakni tahun 2018-2020 target penerimaan 

pajak BPHTB mengalami peningkatan dan pada tahun 2020 target penerimaan 

pajak BPHTB mengalami penurunan. Target pajak BPHTB tertinggi berada pada 

tahun 2019 dengan nilai Rp 330.000.000.000 dengan realisasi penerimaan 

70,53%. Dari segi realisasi penerimaan pajak BPHTB yang tertinggi berada pada 

tahun 2019 dengan nilai Rp 232.759.078.778. 

Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa dari segi rasio efektivitas 

penerimaan pajak mengalami kenaikan dan penurunan. Berdasarkan uraian yang 

telah di jelaskan rendahnya tingkat efektivitas pajak BPHTB berada pada tahun 

2018 dengan nilai 70,11%. Hal tersebut sebabkan karena pada tahun 2018-2019 

target penerimaan pajak BPHTB lebih besar dari pada tahun sebelumnya maka 

dari itu Badan Pendapatan Daerah Makassar berusaha mengoptimalkan dengan 

cara mengurangi target penerimaan pajak BPHTB di tahun 2020 dengan nilai  
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Rp 205.000.000.000 meskipun tingkat efektivitas pajak BPHTB lebih tunggi dari 

pada tahun  sebelumnya. karena pada tahun 2020 dengan tinggkat efektivitas 

termasuk dalam kategori sangat efektif. 

4.2.3 Pelaksanaan Pemungutan BPHTB 

Proses pelaksanaan pemungutan pajak BPHTB terhadap pada Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Makassar. Dalam proses pemungutan ini melibatkan 

beberapa komponen yaitu petugas TP Pajak dan Retribusi Daerah, Bidang 

Pendataan dan Pendaftaran, Kepada Dispenda, dan Bank. Hal ini sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Kota Makassar, Nomor 10 Tahun 2013 tentang sistem dan 

prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

Kota Makassar, yang selanjutnya ditindaklanjuti den Keputusan Kepala Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Makassar Nomor 061.2/4359/418.57/2013 tentang 

Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Cara Pelaksanaan Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Bagan proses pelaksanaan pemungutan Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Makassar, dengan 

prosedur sebagai berikut: 

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan validasi/penelitian BPHTB ke 

Petugas pembantu Pajak dan Retribusi Daerah. 

2. Selanjutnya Petugas pembantu Pajak dan Retribusi Daerah menerima 

permohonan validasi/penelitian BPHTB kemudian meneliti kelengkapan 

persyaratannya. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, maka 

berkas segera dikembalikan kepada Wajib Pajak dan dihimbau untuk 

melengkapinya. Sedangkan bila berkas sudah lengkap akan dicetak BPS 
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dua lembar yang satu untuk Wajib Pajak dan yang satu lainnya akan 

digabungkan dengan berkas permohonan, dan akan meneruskan ke Kepala 

Bidang Pendataan dan Penetapan. 

3. Selanjutnya diserahkan kepada Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran, 

kemudian diperiksa permohonan validasi/penelitian SSPD BPHTB dan 

kelengkapan dokumen pendukungnya serta mengisi formpengajuan data 

objek PBB P2 untuk disampaikan kepada Kepala Seksi Dokumentasi dan 

Pengolahan Data. Kepala Seksi Dokumentasi dan pengolahan Data 

menyampaikan data objek PBB P2 Kepada Kepala Seksi Pendataan dan 

Pendaftaran. 

4. Kepada Seksi Pendataan dan Pendaftaran melakukan penelitian berkas 

permohonan validasi/penelitian BPHTB berdasarkan data NJOP PBB-P2 

dan meneruskan ke Kepala Seksi pendataan dan pendaftaran. 

5. Kepala Seksi Pendataan dan pendaftaran melakukan penelitian BPHTB 

berdasarkan data NJOP PBB-P2, dan meneruskan Kepada Kepala Seksi 

Penetapan. 

6. Kepala Seksi Penetapan melakukan penelitian berkas permohonan 

valisasi/penelitian BPHTB dan menentukan apakah validasi dapat 

langsung atau memerlukan verifikasi lapangan. 

7. Apabila permohonan validasi dapat dipersetujui langsung maka berkas 

disampaikan kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan untuk 

ditandatangani, apabila memerlukan verifikasi lapangan dan disampaikan 

kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan. 
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8. Kepala bidang pendataan dan Penetapan meneliti dan memaraf konsep 

surat tugas verifikasi lapangan dan menyampaikannya kepada Kepala 

Dispenda. 

9. Kepala Seksi Pendataan dan pendaftaran melakukan Verifikasi lapangan 

dan dari hasil tersebut di ketahui nilai transaksi dari Objek Pajak yang 

diajukan BPHTB, untuk disesuaikan dengan SSPD BPHTB yang diajukan.  

Apabila nilai transaksi yang tercantum dalam SSPD BPHTB ternyata masi 

lebih kecil dari verifikasi lapangan maka berkas permohohan 

validasi/penelitian dikembalikan ke WP untuk dibetulkan. Dan apabila 

hasil baik dan sesuai maka diserahkan ke Kepala Bidang Pendataan dan 

Penetapan. 

10. Kepala Dispenda meneliti dan menandatangani surat tugas verifikasi 

lapangan dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pendataan dan 

pendaftaran untuk dilakukan verifikas lapangan. 

11. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan menandatangani SSPD BPHTB 

dan mengarsipkan SSPD BPHTB lembar ke 4, dan menyampaikan SSPD 

BPHTB lembar 1,2,3,5 dan 6 yang telah divalidasi Kepala Petugas TP 

Pajak dan Retribusi Daerah. 

12. Yang selanjutnya petugas TP akan dikembalikan Kepada WP dengan dasar 

BPS dari WP. 

13. Selanjutnya yang terakhir WP telah menerima SSPD BPHTB lembar 

1,2,3,5 dan 6 yang telah divalidasi membayarkan BPHTB sesuai dengan 

SSPD BPHTB ke Bank. 
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4.2.4 Efektivitas Pemungutan BPHTB  

Pengalihan pajak BPHTB ini menjadi pajak daerah dari pajak pusat akan 

memberikan perubahan pada pendapatan daerah Kota Makassar. Sesuai dengan 

tujuan utama dari pengalihan pajak BPHTB ini ke daerah yaitu local taxing 

power, maka pajak BPHTB ini telah ditetapkan menjadi pajak daerah. Selanjutnya 

untuk membandingkan perolehan pajak BPHTB selama tahun 2018-2020 

penulisan menggunakan tinggkat efektivitas dan kontribusi pajak BPHTB bagi 

pajak daerah Kota Makassar. 

a. Tingkat Efektivita pajak BPHTB  

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas kategorikan efektif 

apa bila rasio yang dicapai minimal sebesar 1(satu)  atau 100%. Namun 

demikian semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan 

daerah yang semakin baik. 

Tabel 4.4 

Analisis Efektivitas Pajak BPHTB 

 

Tahun  

Target 

Penerimaan 

Pajak BPHTB 

(RP) 

Ralisasi 

Penerimaan 

Pajak BPHTB 

(RP) 

Tingkat 

Evektifitas  

(%) 

2018 300.000.000.000 210.339.967.858 70,11% 

2019 330.000.000.000 232.759.078.778 70,53% 

2020 205.000.000.000 207.958.144.916 101,44% 

Sumber : Badan pendapatan daerah Kota makassar, 2022  

Pada tahun 2018 pajak BPHTB Kota Makassar mendapat capaian 

7,12% dari target yang ditentukan. 

Adapun hasil rincian pendapatan dari pajak BPHTB: 
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1. Pada BPHTB  target di tahun 2018 sebanyak Rp 300.000.000.000 

dan realisasinya sebanyak Rp 210.360.574.161 dan jika di 

persetasikan mencapai 7,12% dari target yang ditetapkan 

Pada tahun 2019 capaian pajak BPHTB 70,53% dari target 

yang di tentukan. 

Adapun rincian pendapatan dari pajak BPHTB: 

2. Pajak BPHTB memiliki target di tahun 2019 sebanyak                 

Rp 330.000.000.000 dari realisasinya sebanyak   

Rp 232.759.058.778  dan jika di persentasikan mencapai 70,53% 

dari target yang di tetapkan. 

Pada tahun 2020 capaian pajak BPHTB 101,44% dari target 

yang di tentukan.  

3. Pajak BPHTB memiliki target di tahun 2020 sebanyak  

Rp 205,000,000,000 dari realisasi sebanyak Rp 207,958,144,916 

dan jika di presentasikan mencapai 101,44% dari target yang 

ditetapkan. 

Evektifitas penerimaan BPHTB di kota Makassar di 

analisis dengan mengunakan rasio efektivitas dengan rumus 

sebagai berikut. 

Efektivitas penerimaan BPHTB  
                          

                        
      

4. Tahun 2018 

Berdasarkan target penerimaan BPHTB sebesar                                    

Rp 300.000.000.000 dengan realisasi yang diterima  
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Rp 210.339.967.858 maka  rasio efektivitas penerimaan pajak 

tahun 2018 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut. 

Efektivitas penerimaan BPHTB  
               

               
             

5. Tahun 2019 

Berdasarkan target penerimaan BPHTB sebesar                                       

Rp 330.000.000.000 dengan realisasi yang di terima                            

Rp 232.759.078.778  maka rasio efektivitas penerimaan pajak 

tahun 2019 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikiut. 

 Efektivitas penerimaan BPHTB 
               

               
              

6. Tahun 2020 

Berdasarkan target penerimaan BPHTB sebesar                            

Rp 205.000.000.000 dengan realisasi yang di terima  

Rp 207.985.144.916  maka rasio efektivitas penerimaan pajak 

tahun 2019 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikiut. 

Efektivitas penerimaan BPHTB 
                

               
              

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jumlah target penerimaan dan 

realisasi penerimaan pajak BPHTB Kota Makassar Tahun 2018-2020 yang 

dapat digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak 

BPHTB. 

Tingkat efektivitas pajak BPHTB pada tahun 2018 sebesar 70,11%. 

Dengan begitu kurangnya tingkat efektivitas pajakn BPHTB pada tahun 

2013 berada pada kriteria kurang efektif. Pada tahun 2019 tingkat 

efektivitas pajak BPHTB mengalami penurunan sama seperti tahun 
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sebelumnya. Tingkat efektivitas pajak BPHTB pada tahun 2019 sebesar 

70,53% dan masuk dalam kriteria kurang efektif. Tingkat efektivitas pada 

tahun 2020 sebesar 101,44%.  

4.2.5 Kontribusi Penerimaan Pajak BPHTB Terhadap PAD  

Dalam perhitungan kontribusi, apa bila yang dicapai 50%, maka rasio 

kontribusi semakin baik, artinya semakin baik kontribusi penerimaan pajak 

tersebut. Demikian pula sebaliknya semakin kecil presentasenya, maka 

menunjukan penerimaan pajak tersebut semakin kurang. Perkembangan 

penerimaan pajak BPHTB yang telah dialihka menjadi pajak daerah, dimana 

BPHTB merupakan komponen dari penerimaan dalam PAD dan secara otomatis 

akan mempengaruhi besarnya penerimaan PAD di Kota Makassar. Dengan 

ditetapkannya pajak BPHTB yang menjadi komponen baru bagi pendapatan asli 

daerah, hal tersebut diharapkan akan memberikan dampak positif bagi 

peningkatan PAD Kota Makassar, sehingga cita-cita kemandirian dalam 

pengelolaan keuangan daerah akan tercapai. Sejak BPHTB dialihkan menjadi 

pajak daerah pada tahun 2018, kontribusi BPHTB terhadap PAD berfluktuasi 

dalam penerimaannya sampai 2020. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.5 

Kontribusi Pajak BPHTB Terhadap PAD  

 

Tahun  

Target 

Penerimaan 

Pajak BPHTB 

(RP) 

Realisasi 

Penerimaan 

Pajak BPHTB 

(RP) 

 

Tingkat 

Kontribusi (%) 

2018 210.339.967.858 947.371.868.404 22,20% 

2019 232.759.078.778 1.073.061.660.653 21,69% 

2020 207.958.144.916 868.699.900.035 23,93% 

Sumber : Badan pendapatan daerah Kota makassar, 2022  
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Adanya pengalihan pajak BPHTB menjadi pajak daerah maka pelaksanaan 

dan pengelolaan dan pemungutan BPHTB yang baik akan memngaruhi besarnya 

PAD yang bisa di hasilkan oleh daerah. Hasil penerimaan dari PAD nantinya 

dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan di daerah, terutama kebutuhan yang 

terkait dengan pelayanan public di Kota Makassar. 

Kontribusi penerimaan pajak BPHTB pada tahun 2018 adalah sebesar 

22,20% dari total realisasi PAD sebesar Rp 947.371.868.404. Hal ini berarti 

penerimaan memiliki pengaruh atau kontribusi sebesar Rp 210.339.967.858. 

dengan begitu kontribusi penerimaan pajak BPHTB masuk dalam kategori sangat 

kurang. 

Total realisasi penerimaan PAD pada tahun 2019 sebesar 

Rp1.073.061.660.653 dengan total realisasi penerimaan pajak BPHTB adalah 

sebesar Rp 232.759.078.778. Kontribusi penerimaan pajak BPHTB terhadap PAD 

pada Tahun 2019 adalah sebesar 21,69%. Dari total realisasi penerimaan pajak 

BPHTB dengan realisasi penerimaan PAD berarti tingkat kontribusi pada tahun 

2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2018. Kontribusi 

pajak BPHTB terhadap PAD Kota Makassar pada Tahun 2020 mengalami 

kenaikan dibandingkan dua tahun sebelumnya. peningkatan ini disebabkan adanya 

kenaikan realisasi penerimaan pajak BPHTB pada tahun 2020. Tingkat kontribusi 

penerimaan pajak BPHTB pada tahun 2020 adalah sebesar 23,93% dari total 

realisasi penerimaan PAD berjumlah Rp 868.699.900.035. meskipun terjadi 

kenaikan dan penurunan realisasi penerimaan pajak BPHTB di Kota Makassar 

tetapi tingkat kontibusi penerimaan pajak BPHTB terhadap pendapatan Asli 
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Daerah masi dalam kategori Sedang di sebabkan karena Tingkat evektifitasnya 

mengalami penurunan karena adanya pandemi covid-19 sehingga menyebabkan 

pembatasan ekonomi dan sosial terbatas, sehingga jumlah pendapatannya dan 

realisasi penerimaan jenis pajak daerah menurun. Hal ini berarti pemerintaan Kota 

Makassar harus mengalami potensi BPHTB secara lebih maksimal lagi.   
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka simpulan dalam 

penelitian ini adalah: tingkat efektivitas yang dicapai oleh pajak BPHTB pada 

dinas pendapatan Daerah Kota Makassar selama tahun 2018-2020 selama tiga 

tahun mengalami perubahan yang sangat fluktuatif, dikatakan fluktuatif karena 

selama tiga tahun tersebut mengalami kenaikan naik turun pertahunnya. Hal ini 

disebabkan karena  selama tiga tahun rasio evektifitasnya menunjukan hasil yang 

kurang efektif, yaitu 70,11%, 70,53%, dan 101,44%. Walaupun begitu tingkat 

kontribusi pajak BPHTB terhadap pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar 

masih Sedang Kriteria kontribusinya, hal ini dapat diketahui dari hasil 

perhitungan tingkat kontribusi selama tiga tahun, yaitu: 22,20%, 21,69% dan 

23,93%. 

5.2 Saran  

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Dalam pelaksanan pemungutan BPHTB ini di harapkan adanya kerja sama 

yang baik antara pimpinan, petugas pelaksanan pemungutan, notaris, dan 

wajib pajak dalam hal semua proses yang terkait dalam pemungutan 

BPHTB agar implementasinya dapat berjalan dengan lancer dan dapat 

meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar.  
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2. Perluh adanya pelatihan dan peningkatan kualitas dan jumlah SDM yang 

memiliki keahlian di bidang penilai dan bidang pengecekan lapang yang 

kurang dalam pelaksanan pemungutan BPHTB di daerah. Hal ini harus 

terus ditingkatkan mengingat peningkatan pelayanan yang baik kepada 

wajib pajak mempunyai peranan dalam meningkatkan potensi dari pajak 

BPHTB. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menganalisis dan meneliti 

secara spesifik tentang proses dan prosedur pemungutan BPHTB di Kota 

Makassar apakah sudah sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Agar 

penelitian lebih jelas dan lengkap sebaikanya penerimaan pajak daerah 

lainnya selain BPHTB juga dijabarkan sehingga dapat dilihat bagaimana 

pengaruhnya pada pendapatan Asli Daerah.  
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